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WALI KOTA PROBOLINGGO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

SALINAN PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO 

NOMOR 7 TAHUN 2023 

TENTANG 

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 

PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 

KOTA PROBOLINGGO 

 

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA PROBOLINGGO, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan 

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit 

Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, 

perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan 

Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan 

Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,  perlu mengatur 

tentang nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan 

fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah; 

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan Huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan 

Wali Kota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota 

Probolinggo; 
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Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik 

Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran 

negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6801); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor Rebuplik 

Indonesia Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 
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7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 120); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit 

Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 451); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang 

Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264); 
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

157); 

14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan 

Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman 

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan 

Perempuan Dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 532); 

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 

tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk 

Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 181); 

16. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2022 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota 

Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2022 Nomor 7); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN, 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI UNIT 

PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN 

ANAK PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK KOTA PROBOLINGGO. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Probolinggo. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo. 

3. Wali Kota adalah Walikota Probolinggo. 

4. Dinas adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kota Probolinggo. 

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kota Probolinggo. 

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang 

selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang 

dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi  perempuan dan 

anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan 

masalah lainnya. 

7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk 

anak yang masih dalam kandungan. 

8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, yang 

selanjutnya disebut Kepala UPTD PPA adalah Kepala UPTD Perlindungan 

Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kota Probolinggo. 

9. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF 

adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan 

pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan 

tertentu. 

10. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas 

pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan 

pembangunan. 

11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan dari beberapa Jabatan 

Fungsional. 

 

BAB II 

PEMBENTUKAN 

Pasal 2 

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD PPA Kelas B pada Dinas Sosial, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo. 
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BAB III 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 

Kedudukan 

Pasal 3 

(1) UPTD PPA dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

(2) UPTD PPA bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah 

kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami 

masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. 

(3) UPTD PPA dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(2) menyelenggarakan fungsi layanan:  

a. Penyusunan rencana program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan 

kebijakan teknis dibidang perlindungan perempuan dan anak; 

b. Pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis dalam rangka 

menyelenggarakan fungsi layanan sebagai berikut: 

1.  Pengaduan masyarakat; 

2.  Penjangkauan korban; 

3.  Pengelolaan kasus; 

4.  Penampungan sementara; 

5.  Mediasi; dan 

6.  Pendampingan korban. 

 

Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Pasal 4 

(1) Susunan organisasi UPTD PPA Kelas B, terdiri dari : 

a. Kepala UPTD PPA; 

b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. 

(2) Bagan struktur organisasi UPTD PPA, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dengan Peraturan Wali Kota ini. 
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Bagian Ketiga 

Tugas dan Fungsi 

Pasal 5 

(1) Kepala UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a, 

mempunyai tugas pokok untuk memimpin, mengoordinasikan dan 

mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi 

perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, 

perlindungan khusus, dan masalah lainnya.  

(2) Kepala UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a, 

mempunyai fungsi : 

a. mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan 

layanan di UPTD PPA; 

b. menyusun program kerja UPTD PPA; 

c. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus; 

d. mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA; 

e. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan 

UPTD PPA; dan 

f. melaksanakan administrasi UPTD PPA.  

g. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

BAB IV 

JABATAN 

Pasal 6 

Kepala UPTD PPA merupakan jabatan struktural eselon IVb atau jabatan 

pengawas. 

 

BAB V 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA 

Pasal 7 

(1) Pejabat Fungsional dan pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung 

jawab secara langsung kepada Pejabat Pengawas. 

(2) Ketentuan mengenai Kedudukan, penugasan, dan pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan pelaksana diatur dalam Peraturan 

Wali Kota tersendiri dan atau Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur 

tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan 

Birokrasi. 
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BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

Bagan Struktur Organisasi UPTD PPA Kota Probolinggo tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 

 

Pasal 9 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo. 

 

Ditetapkan di Probolinggo 

pada tanggal  7 Februari 2023 

WALI KOTA PROBOLINGGO, 

Ttd 

HADI ZAINAL ABIDIN 

 

Diundangkan di Probolinggo 

pada tanggal  7 Februari 2023 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

NINIK IRA WIBAWATI 

 

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2023 NOMOR 7 

 

Salinan sesuai dengan aslinya, 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 
 

 

DENNY BAGUS ERWANTO, S.H, M.H. 
NIP. 19780608 200903 1 004 
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SALINAN LAMPIRAN 

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO 

NOMOR 7 TAHUN 2023 

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 

ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT 

PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN 

PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS SOSIAL, 

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK KOTA PROBOLINGGO 

 

 

STRUKTUR ORGANISASI 

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 

PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 

KOTA PROBOLINGGO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WALI KOTA PROBOLINGGO, 

Ttd,  

HADI ZAINAL ABIDIN 

 

KEPALA UPTD 

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL DAN 

PELAKSANA 


